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Lampiran 1. Hasil Wawancara 

No Responden Pertanyaan Jawaban 

1 Hermus Indou 

S.Ip.,MH 

1. Apa upaya 

pemerntah 

Kabupaten 

Manokwari 

untuk 

memberikan 

pelayanan yang 

baik kepada 

masyarakat 

Manokwari 

Berdasarkan 

Aamanat Undang 

– Undang Otsus 

Pasal 38 ayat (1) 

dan ayat (2)? 

 

 

2. Untuk menunjan 

aktifitas 

perekonomian 

orang asli di 

Papua, apa yang 

Yang di lakukan pertama dalam masa 

kepemerintahan saya, yang di lakukan adalah 

reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah 

daerah Kabupaten Manokwari, reormasi birokrasi 

ini bertujuan agar setiap OPD yang ada di 

Kabupaten Manokwari bisa memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat Manokwari 

khususnya Orang Asli Papua. Yang kedua, terkait 

dengan aktifitas pereekonomian di Kabupaten 

Manokwari, tentunya pemerintah daerah akan 

membangun Kembali beberapa pasar yang ada di 

Kabupaten Manokwari salah satunya adalah Pasar 

Wosi. Pasar Wosi sekarang sudah dalam tahap 

perencanaan dan di harapkan tahun 2023 Pasar 

Wosi segera di bangun dan di selesaikan pada 

tahun 2024. 

 

Yang sudah di kerjakan oleh pemerintah daerah 

adakah penyediaan lapak khusus mama – mama 

Papua walaupun tidak di manfaatkan secara 

maksmal, pemerintah daerah juga sudah berupaya 

untuk memberikan lapak – lapak bagi Orang Asli 



sudah di kerjakan 

oleh pemerintah 

daerah 

Manokwari dan 

apa yang sedang 

di upayakan? 

Papua di Pasar Wosi dan Pasar sanggeng sebanyak 

60% dari setiap lapak yang ada baik di Pasar Wosi 

maupun Pasar Sanggeng. Hanya saja Pemerintah 

Daerah mengalami kendala dalam merelokasi para 

pedagang yang masih mau bertahan di lapak – 

lapak yang sekarang sedang di manfaatkan untuk 

berjualan hasil panen. Yang sedang di kerjakan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari 

adalah menindak tegas para oknum yang terlibat 

dalam aktifitas jual beli lapak di Pasar Wosi 

sebanyak 8 orang yang terdiri dri  5 warga 

pendatang dan 3 warga asli Manokwari, selain itu, 

Pemkab Manokwari juga telah menertibkan 

beberapa bangunan liar di luar Pasar wosi yang 

menghambat aktifitas pereekonomian agar alur 

transportasi di lingkungan Pasar dan Termina Wosi 

bisa berjalan secara benar. Dan yang ke depanya 

pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari akan 

membangun Pasar Wosi dan Pasar Sanggeng 

dengan status bukan lagi pasar Tradisiona. 

 

2 Maksi Nelson 

Ahoren ( 

Ketua MRPB 

) 

1. Bagaimana 

MRPB 

menampung 

aspirasi 

1. Untuk menjaga keseimbangan antara 

aspirasi masyarakat asli Papua sesuai 

dengan amanat konstitusi yaitu melibatkan 

semua elemen perwakilan adat, agama dan 



masyarakat 

Papua yang 

berbeda sesuai 

dengan UU 

No.21 Tahun 

2001 Pasal 23 

 

 

 

2. Bagaimana 

pengamatan 

Bapak tentang 

fenomena yang 

konflik yang 

terjadi di Papua 

Barat yang di 

sebabkan oleh 

kurang 

berkembangnya 

OAP dalam 

persaingan 

warga pendatang 

di Provinsi 

Papua Barat 

terkkhusunya di 

perempuan bagaimana menyikapi suatu 

fenomena yang ada terkhususnya mengenai 

pemberdayaan orang asli Papua dalam 

semua sektor tidak hanya sektor 

perekonomian dan perdagangan sesuai 

dengan weweng MRPB yaitu memberi 

saran, memberi pertimbangan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat adat. 

 

2. Salah satu kelemahan dalam Undang – 

Undang Otsus adalah MRPB tidak memiliki 

kewenangan dalam mengelolah anggaran 

atau Dana Otsus yang di khususkan buat 

Pemberdayaan orang asli Papua melalui 

Pendidikan, kesehatan dan ekonomi. MRPB 

hanya menggunakan kewenangan untuk 

memberi saran kepada pemerintah tentang 

alokasi dan penggunaan anggaran yang di 

khususkan untuk orang asli Papua, bukan 

hanya di Kabupaten Manokwari, namun di 

12 Kabupaten dan 1 Kota yang masuk 

dalam wilayah adminstrasi Papua Barat. 

Namun yang terjadi adalah pemerintah 

daerah Provinsi Maupun Kabupaten salah 

dalam mengelolah dana Otsus. Yang sering 



Manokwari 

sebagai Ibu Kota 

Provinsi Papua 

Barat  

 

3. Salah satu 

amanat UU 

Otsus adalah 

penghormatan 

terhadap harkat 

dan Martabat 

OAP, salah satu 

unsur yaitu 

melalui 

Perdagangan di 

beberapa pusat 

belanja yang ada 

di Manokwari 

yaitu pasar 

Wosi, Pasar 

Sanggeng dan 

Pasar Borobudur 

yang sanagat 

memprihatinkan. 

Bahkan mama – 

terjadi di Papua Barat adalah dana otsus di 

pakai juga untuk membangun infrastruktur, 

yang mana itu sudah menjadi program 

umum bagi pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dengan menggunakan 

APBN atau APBD. 

 

3. Sangat meprihatinkan kondisi pasar maupun 

kondisi mama – mama yang berjualan di 

pinggiran jalan dengan beralaskan karung 

atau kain bahkan kertas koran. Kondisi 

tersebut menunjukan kepada masyarakat 

luas bahwa Otonomi khusus di Papua Barat 

telah gagal dalam mengangkat harkat dan 

martabat orang asli Papua terkhususnya 

mama – mama Papua yang menjual hasil 

buminya di tempat yang tidak layak, selain 

itu hal itu terjadi kerena pemerintah daerah 

kurang efektif dalam menjalankan amat UU 

Otusus di Papua Barat terkhususnya di 

Kabupaten Manokwari, anggaran yang 

sebenarnya di khususkan buat hal – hal 

yang berhubungan denga OAP di gunakan 

untuk membangun fasilitas umum, hingga 

saat ini MRPB selalu memberikan masukan 



Mama Papua 

haus berjualan 

dengan 

beralaskan 

karung di 

emperan toko 

dan pinggiran 

jalan? 

bagi pemerintah Provinsi PB untuk 

membangun swalayan khusus untuk mama 

– mama Papua namun hingga detik inipun 

belum di lakukan oleh pemerintah daerah 

3 Ibu Yuliana 

Numberi ( 

Aktivis 

Perempuan 

dan Mantan 

Kepala Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kabupaten 

Manokwari 

1. Otonomi 

Khusus bagi 

Papua dan 

Papua Barat 

sudah di 

perpanjang, 

walaupun 

sebelumnya 

banyak yang 

menolak Otsus 

jilid 2 karena di 

anggan gagal 

dalam 

mengangkat 

harkat dan 

martabat orang 

asli Papua. 

1. Tentunya masyarakat Papua ada yang 

menolak dan ada yang menerima hal itu sah 

– sah saja dalam negara yang menganut 

sistem demokrasi seperti di Indonesia. 

Mereka yang menolak adalah mereka yang 

menganggab bahwa Otsus Papua dan Papua 

Barat ada pencapaian dalam pembanguna 

infrastruktur dan afirmasi. Mereka yang 

menerima otsus adalah mereka yang rata – 

rata kelas menengah ke atas ( elit lokal ) 

karena mereka juga bagian dari penyalur 

dana otsus bahkan mereka juga penikmat 

dari dana otsus tersebut, sedangkan mereka 

yang menolak adalah mereka yang 

notabenya kelas menengah kebawa yant 

tidak merasakan secara langsung dampak 

dar penerapan Otonomi khusus di Provinsi 



Sebagai 

perempuan 

Papua 

bagaimana Ibu 

melihat respon 

dari mereka 

yang tolak dan 

mereka yang 

terima? 

2. Sebagai 

perempuan 

Papua dan juga 

sebagai ibu dari 

anak – anak, 

bagaimana Ibu 

melihat dampak 

Otonomi khusus 

bagi Orang Asli 

Papua dalam 

pemberdayaan 

masyarakat 

melalui pasar 

wosi, pasar 

sanggeng dan 

pasar 

Papua Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Salah satu faktor yang menyebabkan kelas 

menengah kebawa menolak Otonomi 

Khusus di perpanjang adalah gagalnya otsus 

dalam mengangkat hartkat dan martabat 

orang asli Papua khususnya di Kabupaten 

Manokwari, bukan hanya kabupaten 

Manokwari namun di kota – kota lain 

seperti ( Sorong, Jayapura, Timika, Nabire, 

Biak dan kota – kota lainya ). Mereka 

melihat bahwa selama ini tanah Papua 

memiliki sumber daya alam yang melimpah 

namun kenapa masyarakat Papua tidak 

menikamti hasil dari sumber daya alam 

tersebut. Yang kedua mengenai pasar, 

Pemerintah Kabupaten Manokwari kurang 

memperhatikan sarana dan prasarana 



Borobudur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Selama Ibu 

menjadi kepala 

Dinas 

pemberdayaan 

perempuan 

Kabupaten 

Manokwari era 

kepemimpinan 

DRs Bastian 

Salabai Sth. Apa 

saja yang Ibu 

penunjang. Pemerintah Manokwari lebih 

fakus pada pembanguna infrastruktur ( 

pembangunan Fisik ) sedangkan 

pembangunan orang asli Papua kurang di 

perhatikan. Di sisi yang lain, pemerintah 

daerah juga kurang memberikan edukasi 

kepada mama – mama di pasar melalui 

pelatihan, atau studi banding ke pasar – 

pasar tradisinal yang ada di luar Papua 

sehingga mama – mama kita juga 

mendapatkan pengetahuan yang baru 

tentang tata kelolah pasar lapak dengan baik 

sehingga menarik perhatian dari pembeli. 

3. Selama ibu menjadi Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Manokwari 2010 – 2014, ada beberapa hal 

yang ibu lakukan yaitu orang – orang atau 

perempuan yang sudah memiliki 

pengalaman kerja dan jenjang karir yang 

sudah cukup, ibu promosikan sebagai 

kepala seksi bahkan ada yang di 

promosikan sebagai kepala bidang di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Manokwari. Setelah saya turun dari jabatan 

Kepala Dinas, ibu juga menjadi aktivis 



sudah lakukan 

dalam 

mengangkat 

harkat dan 

martabat 

perempuan 

Papua di 

Kabupaten 

Manokwari? 

perempuan yang memperjuangkan hak – 

hak perempuan Papua dalam lembaga 

legislti salah satunya adalah Ibu Dorkas 

Meidodga unuk menjadi anggota Legislatif, 

bagi Ibu untuk berbicara soal perempuan 

Papua khususnya seperti Pasar Wosi, Pasar 

Sanggeng dan Pasar Borobudur, harus di 

perjuangkan melalu lembaga legislatif, 

kaena mereka yang memiliki kewenangan 

untuk menyetujui anggaran, dan mereka 

juga memiliki kewenangan untuk mengwasi 

pemerintah daerah dalam mengelolah 

keuangan. 

3 Abner Singgir 

( Kepala Biro 

Otsus Setda 

Provinsi 

Papua Barat 

1. Bagaimana 

tanggapan 

Bapak mengenai 

dampak 

Otonomi 

Khusus selama 

ini setelah 

terjadi 

perubahan atas 

UU Nomor 21 

Tahun 2001 

dengan di 

1. Otsus yang di berikan kepada Papua 

Barat dengan UU No.35 Tahun 2008 

merupakan suatu syarat konstitusional 

yang harus di lakukan oleh pemerintah 

pusat, karena secara administratif 

pemerintah Papua Barat sudah memiliki 

wilayah administratif sendiri sejak 2022, 

satu tahun setelah Undang – Undang 

Otsus di berikan kepada Papua dan 

Papua Barat. Karena Papua Barat saat 

itu masih menjadi provinsi yang sifatnya 

karateker, sehingga tahun 2004 barulah 



terbitkanya UU 

Nomor 35 

Tahun 2008? 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana 

peran 

pemerintah 

Provinsi Papua 

Barat dalam 

menjalankan 

amanat UU 

No.35 Thn 2008 

dalam hal 

pemberdayaan 

masyarakat asli 

Papua di 

Provinsi Papua 

Barat? 

 

 

 

 

kemudian provinsi Papua Barat 

statusnya menjadi definitif. Namun 

Otsus di berikan kepada Papua Barat 

pada tahun 2008 sehingga secara 

infrastruktur Provinsi Papua lebih maju 

dari pada Provinsi Papua Barat karena 

dana otsus pada saat itu masih 

berggantung pada provinsi Papua. 

 

2. Selama kepemimpinan Drs Dominggus 

Mandacan, ada satu produk regulasi 

yang di terbitkan oleh pemerintah 

provinsi Papua Barat yaitu Peraturan 

Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 

2020 tentang pedoman teknis 

pelaksanaan dan pembagian dana Otsus 

provinsi Papua Barat. Pemabagian 

bertujuan untuk memisahkan program 

pemerintah yang menggunakan dana 

otsus untuk hal – hal yang di amantkan 

oleh Undang – Undang Otsus seperti ( 

Pendidikan, Kesehatan, perekonomian 

orang asli Papua dan pemberdayaan 

masyarakat asli Papua melalui pelatihan 

dan bimtek 



 

3. Banyak 

kalangan 

masyarakat 

Papua yang 

melihat bahwa 

Otonomi khusus 

telah gagal 

dalam 

mengangkat 

harkat dan 

martabat 

masyarkat Papua 

di Provinsi 

Papua barat 

terkhussnya di 

Manokwari. Apa 

saja faktor yang 

menyebabkan 

hal itu terjadi? 

4. Untuk 

mengangkat 

harkat dan 

martabat 

masyaraka asli 

 

 

3. Ada beberapa penyebab yaitu :  

a. Otsus baru berlaku di Papua Barat 

sejak 2012 hal itu di lihat dari di 

bentuknya Majelis Rakyat Papua 

Barat. 

b. Kurang ada kerja sama antara 

instansi pemerintah yang 

mengelolah dana otsus dengan 

Majelis Rakyat Papua Barat 

c. Masih sangat minim regulasi yang di 

hasilkan oleh pemerintah dan DPRP 

mengenai keberpihakan Otsus 

kepada OAP 

d. Dana Otsus yang di kelolah 

pemerintah Provinsi hanya 10% dari 

tota dan Otsus 90% di kelolah oleh 

pemerintah Kabupaten/Kota melalui 

transfer. 

4. Kondisi yang terjadi di beberapa pasar 

di pusat jantung ibu kota Manokwairi 

sangat di sayangkan, seperti 

infrastruktur yang kurang memadai, 

daya tampung yang sangat tidak cukup 

apalagi setiap tahun populasi penduduk 



Papua adalah 

melalui pasar. 

Bagaimana 

Bapak melihat 

kondisi beberapa 

pasar yang ada 

di Kabupaten 

Manokwari 

semakin meningkat, kedatangan 

pendatang di Manokwari justru 

membuat daya tampung di beberapa 

pasar tidak cukup, baik menampung 

pembeli maupun pedagang. Hal itu yang 

menyebabkan sehingga mama – mama 

Papua harus menjual di pinggir jalan 

dengan beralaskan karung dan kain, 

munculnya bangunan – bangunan liar di 

sepanjang jalan menuju pasar wosi dan 

pasar sanggeng bahkan di sepanjang 

jalan raya di kota Manokwari. Selain 

itu, harus ada pembagian tempat dagang 

yang jelas dengan pendataan jumlah 

pedagang di beberapa pasar di di 

Manokwari agar tidak ada pihak lain 

yang di korbankan. 

4 Ibu Rosita 

Watofa ( 

kepala Dinas 

Perindakop 

dan UMKM 

Kabupaten 

Manokwari 

1. Bagaimana Ibu 

Melihat Dampak 

Otonomi 

Khusus bagi 

Orang Asli 

Papua di 

Kabupaten 

Manokwari 

1. Pertama yang sudah di lakukan oleh 

pemerintah kabupaten Manokwari dalam 

tata kelolah bebrapa pasar di Kabupaten 

Manokwari adalah penertiban terhadab 

beberapa pedagang yang berjualan di lahan 

milik pemerintah daerah terutama yang 

mendirikan bagunan – bangunan liar semi 

permanen. Semua itu di lakukan guna 



khusunya 

melalui 

perdagangan di 

Kabupaten 

Manokwari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana 

pendataaan. Hal itu di lakukan karena 

mengingat manokwari merupakan wajah 

dari Ibu kota Provinsi Papua Barat, selain 

itu Manokwari juga memiliki sejarah yang 

panjang tentang hubungan sosail antara 

warga pendatang terjadi akibat proses 

perdagangan artinya Manokwari bukan 

hanya sebagai ibu kota Provinsi melainkan 

juga kota beradaban bagi orang asli Papua 

di tanah Papua. Kedua, tata kelolah lapak 

untuk membantu pedagang di beberapa 

pasar di Kabupaten Manokwari harus di 

lakukan dan di tertibkan agar pasar – pasar 

di Kota Manokwari bisa tertata dengan baik 

dan rapi. Seperti pasar yang di khususkan 

untuk Mama – mama Papua harus di tata 

dengan baik sehingga pemerintah daerah 

bisa memisahkkan pasar yang menjual 

sayur mayur di pisahkan dari pasar yang 

menjual hasi kerajinan tangan dari mama – 

mama Papua. Oleh katena itu berharap 

pedagang – pedagang di bebrapa pasar di 

Kabupaten Manokwari harus siap untuk di 

atur kerja sama. 

2. Perlu adanya kerja sama antara semua 



dengan fasilitas 

pasar Wosi dan 

beberapa pasar 

lain di 

Kabupaten 

Manokwari yang 

kurang memadai 

seperti los – los 

yang rusak dan 

sampah – 

sampah yanag 

berhamburan? 

3. Sebagai orang 

Papua, sebagai 

ibu dan 

perempuan 

Papua dan juga 

sebagai orang 

yang 

membidangi 

bidang yang 

berhubungan 

langsung dengan 

Uasaha Makro 

Menengah  

stekholder baik pemerintah, pedagang dan 

juga pengunjung untuk sama – sama 

menjaga dan merawat fasilitas pasar yang 

sudah di bangun oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Manokwari. Selama ini yang 

terjadi adalah ada yang membuang sampah 

bukan pada tempatnya, mama – mama 

setelah jualan sampah – sampah di biarkan 

begitu saja tenpa menyimpan sampah – 

sampah dari hasil jualan untuk kemudian di 

buang di tempat sampah yang sudah di 

siapkan oleh pemerintah. 

3. Kalau di pasar Wosi sudah pernah di 

lakukan oleh Bupati Paulus Demas 

Mandacan S.Ip. hal yang di lakukan adalah 

melakukan pendataan terhadap hasil dagang 

yang di jual belikan oleh setiap pedagang 

dan pengunjung yang ada pasar wosi, 

ternyata pasar wosi tidak hanya menampung 

pedagang yang menjual hasi kebun, hasil 

melaut dan perlengkapan dapur lainya 

namum pasar wosi juga menyajikan hasil 

kerajinan tangan mama – mama Papua 

seperti Noken, Kalung, gelang tangan, dan 

hal – hal lain dengan nuansa kepapuaan. 



Kebawah dan 

perindustrian 

dan perdagangan 

Kabupaen 

Manokwari apa 

saja kebijakan 

yang sudah di 

lakukan untuk 

mengakomodir 

hasil – hasil 

kebun mama – 

mama Papua 

yang berjualan 

di pasar dengan 

menggunakan 

alas seadanya 

seperti Karung 

dan kain? 

 

 

 

 

4. Langkah apa 

yang akan di 

lakukan untuk 

Oleh karena itu, kebijakan Bupati 

Manokwari sebelumnya membangun pasar 

khusus mama – mama Papua di samping 

dan di bekang pasar wosi kabupaten 

Manokwari. Namun hal yang membuat 

hingga pasar khusus mama – mama Papua 

tidak beroperasi dengan baik adalah ada 

anggapan yang muncul bahwa tempat yang 

di sediakan oleh pemerintah kurang 

produktif untuk di kunjungi pembeli. 

Sehingga lapak – lapak yang sudah di 

bangun oleh pemerinah daerah Kabupaten 

Manokwari tidak di urus dan cenderung di 

abaikan oleh pemilik lapak unuk mencari 

tempat yang bisa di jangkau oleh 

pengunjung. Oleh karena itu, untuk 

menjangkau pembeli dan pengunjung 

adalah dengan cara berjualan di pinggir 

jalan denga beralaskan karung dan kain atau 

denan peralatan apa adanya, karena bagi 

mereka hal itu bisa di jangkau oleh 

pengunjung dan bisa memperoleh 

pendapatan yang cukup maksimal. 

4. Yang akan di lakukan oleh pemerintah 

kabupaten Manokwari melalui Dinas 



mengatifkan 

kembali pasar 

yang di 

khususkan untuk 

mama – mama 

Papua di Pasar 

Wosi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMKM dan Perindakop Kabupaten 

Manokwari adalah akan melakukan 

pendataan ulang terhadap mama – mama 

yang masih berjualan di pinggir jalan dan di 

emperan toko serta mama – mama yang 

tidak memilik lapak. Pendataan yang di 

lakukan guna mengetahui jenis – jenis 

barang yang di jual guna menempatkan 

mama – mama sesuai dengan daya tampung 

dari pasar Wosi dan beberapa pasar 

tradisoonal yang ada di Kabupaten 

Manokwari. Selain itu, pasar mama – mama 

Papua di Pasar wosi akan di bangun dan ti 

tata kembali, kemudian jalan jalan di 

sepanjang pasar wosi ( depan, kiri, kanan 

dan belakang ) pasar wosi akan di tata 

kembali untuk menunjang aktivitas jual beli 

di pasar wosi Kabupaten Manokwari. 

5 Ibu Yanti ( 

Pedagang 

pendatang di 

Pasar Wosi ) 

1. Apakah Ibu 

merasa nyaman 

berjualan di 

Pasar Wosi? 

 

2. Bagaiman Ibu 

1. Kalau merasa nyaman tidak, karena kalau 

hujan sepanjan jalan ini penuh dengan 

lumpur sehingga kadang sepih pembeli, tapi 

kalau tidak hujan alhamdulilah rezeki lancar 

karena rame denga pembeli. 

2. Berharap pemerintah Manokwari bisa 



melihat kondisi 

bangunan di 

pasar Wosi? 

 

 

 

 

3. Bagaimana 

hubungan  

komunikasi Ibu 

dengan mama – 

mama Papua di 

Pasar Wosi ? 

 

 

 

 

 

 

4. Sebagai warga 

pendatang di 

Kabupaten 

Manokwari, 

bagaimana Ibu 

melihat mama – 

memperhatikan bangunan – banguna di 

pasar Wosi, karena menurut Ibu banyak 

fasilitas yang belum di siapkan oleh 

pemerintah yaitu penyediaan bak sampah, 

penyediaan toliet umum dan parkiran yang 

sembrautan. 

 

3. Alhamdulilah hubungan ibu dengan mama – 

mama Papua di Pasar Wosi baik – baik saja, 

kadang kami saling membantu dalam 

menjaga hasil jualan dari masing – masing 

kami terutama ketika Ibu pergi jemput anak 

di sekolah atau ketika ada pembeli yang 

mau beli hasil jualan milik mama – mama 

Papua namun ketika yang di maksud oleh 

pembeli tidak di sediakan oleh mama – 

mama Paua, mereka akan sarnkan untuk 

beli di ibu karena memang kita berdekatan. 

 

 

4. Ibu berharap ada perhatian yang khusus dari 

Bupati dan Gubernur agar meperbaiki los – 

los di dalam yang di biarkan, agar mama – 

mama Papua bisa berjualan di tempat yang 

layak, kasihan yang jadi pejabat di 

Manokwari orang – orang Papua tapi 



mama Papua 

yang masih 

berjualan 

dengan 

beralaskan 

karung dan kain 

di pinggir jalan, 

ataupun di 

dalam 

lingkungan 

pasar tapi masih 

beralaskan 

karung? 

mereka tidak punya hati untuk mama – 

mama Papua yang berjualan di tempat yang 

laiak. Harapan ibu semoga pasar Wosi bisa 

di rehab untuk diperbesar lagi agar semua 

masyarakat yang berjualan dengan peralatan 

apa adanya bisa berjualan dengan rasa 

nyaman dan terhindar dari Hujan dan debu 

jalanan. 

6 Ibu Suni ( 

Pedagan 

Pendatang di 

Pasar Wosi ) 

1. Bagaimana Ibu 

bisa 

mendapatkan 

lapak dagang di 

pasar Wosi? 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana 

1. Saya melanjutkan usaha di lapak ini dari 

orang tua yang sudah duluan berjualan di 

sini semenjak saya belum berkeluarga 

hingga sekarang anak saya sudah tiga. Anak 

yang pertama sudah kelas 2 SMK Negeri 2 

Manokwari. Kebetulan orang tua saya 

sudah memiliki usaha yang lain yaitu 

membuat bangunan permanen untuk 

menjual berbagai peralatan dan bumbu – 

bumbu dapur di samping rumah. 

 

2. Bangunan di pasar wosi ini cukup baik, 



tanggapan ibu 

tenang bangunan 

dan fasilitas 

yang ada di 

pasar Wosi ini? 

 

 

 

 

 

3. Bagaimana 

tanggapan Ibu 

tentang Mama – 

Mama Papua 

yang berjualan 

dengan karung 

dan kain di pasar 

wosi? 

namun di bebrapa tempat yang kurang di 

rawat di perhatikan oleh pemerintah yaitu 

bangunan yang rusak sehingga hujan 

gampang masuk ke dalam los – los, jalan 

sekitar pasar ini yang rusak, bak sampah 

yang hanya ada di beberap titik, dan banyak 

lapak yang di abaikan oleh pemilik, mau 

kita tempati tapi takut di usir oleh pemilik 

 

3. Saya juga kurang ngerti, padal di dalam 

sana ada bayak tempat – tempat yang 

kosong, namun mereka masih mau memilih 

berjualan di dengan karung dan kain. 

Munkin mereka lebih banyak meraup 

keuntungan denan cara berjualan denga 

karung atau kain. Tapi berharap mereka bisa 

mendapatkan tempat yang layak untuk sama 

– sama berjualan di pasar ini ( Wosi ) 

6 Orgenes 

Wonggor 

A.,Md ( Ketua 

DPRD 

Provinsi 

Papua Barat ) 

1. Bagaimana 

DPRD Papua 

Barat melihat 

Otonomi 

Khusus Papua 

Barat 

 

1. Otonomi Khusus bagi Papua Barat melalui 

perubahan terhadap UU No.21 Tahun 2001 

merupakan syarat konstitusi untuk segera 

harus di lakukan oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah termasuk di 

dalam lembaga eksekutif dan Legislatif. 

Bagaimanapun alasanya Otonomi Khusus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Selama 10 

Tahun otonomi 

khusus di Papua 

Barat di 

lakukan, apakah 

sudah ada hasil 

yang berdampak 

positif bagi 

orang asli Papua 

di Kabupaten 

Manokwari? 

 

bagi Provinsi Papua dan Papua Barat harus 

di lanjutkan guna proses pembangunan di 

provinsi Papua Barat. Walaupun banyak 

pihak yang menilai otonomi khusus telah 

gagal dalam pengangkatan harkat dan 

martabat orang asli Papua di Provinsi Papua 

Barat, namun perlu di sadari bahwa otonomi 

khusus di Papua Baru berjalan efektif di 

tahun 2014. Hingga sekarang otonomi 

khusus di Papua Barat baru berjalan 10 

tahun artinya otsus di Papua Barat masih 

terggolong sebagai sesuatu yang baru di 

Papua Barat. 

2. Hingga saat ini yang masih di sayangkan 

adalah pemerintah daerah provinsi dan 

Kabupaten kota masih kurang peka dalam 

melihat kondisi yang ada di setiap daerah 

kabupaten/kota terkhususnya sektor 

pendidikan, kesehatan dan perekonomian, 

berharap pemerintah daerah provinsi dan 

kabupaten/kota bisa meiliki komitmen 

dalam menjalankan amanat undang – 

undang otonomi khusus. 

 

 



3. Hingga saat ini 

berapa perdasus 

dan perdasi yang 

sudah di 

hasilkan oleh 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat daerah 

Provinsi Papua 

Barat? 

 

 

4. Bagaiaman 

peran DPRD 

untuk 

membangun 

kerja sama 

dengan 

pemerintah 

daerah provinsi 

dan 

Kabupaten/kota 

dalam 

menjalankan 

amanat Undang 

3. Baru – baru ini yang di lakukan oleh DPRD 

bersama Pemerintah Provinsi dan Majelis 

Rakyat Papua dalam merumuskan peraturan 

daerah Provinsi dan Peraturan daerah 

khusus adalah sebanyak 21 Rancangan 

perturan daerah provinsi dan Peraturan 

daerah khusus yang terdiri dari 8 

Raperdasus dan 13 Raperdasi di antaranya 

adalah tentang hak orang asli Papua yaitu 

pertambangan rakyat dan pemberdayaan 

perempuan Papua. 

 

4. Yang bisa di lakukan oleh DPRD Provinsi 

adalah menggunakan wewenang yang di 

berikan oleh undang – undang yaitu 

nelakukan pengawasan terhadap kinerja 

pemerinah daerah Provinsi dalam 

melaksanakan amant undang – undang otsus 

Papua barat, terkhususnya dalam 

pembangunan fasilitas – fasilitas publik 

yang di rasakan secara langsung dampaknya 

terhadap oranag asli Papua seperti Sekolah, 

puskesmas atau pasar – pasar yang ada di 

Kabupaten Manokwari dan beberapa 

kabupaten lainya yang masuk dalam 



 

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

Gambar 1. Aktifitas pedagang pendatang di lapak basah pasar Wosi ( Sumber : Kementerian 

perdagangan ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 . Rencana Pembangunan Pasar Wosi ( Sumber : Pemda Manokwari ) 

 

 

 

 

 

 

– Undang Otsus 

selain fungsi 

Legislasi 

wilayah kerja provinsi Papua Barat. 



 

Gambar 3 : Aktfitas pedagang pendatang di Pasar Wosi (Sumber : Media Papua Kita 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Penertiba pemerintah daerah Kabupaten Manokwari terhadap bangunan – 

bangunan liar di Pasar Wosi ( Sumber Link Papua ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Ibu Welmince Pedagang asli Papua yang menjual hasil buminya di pasar Wosi 

dengan beralaskan karung dan kain. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Ibu Tuniwa, salah satu pedagang bahan poko di Pasar Wosi asala Sulawesi. 

 

 



 

 

 


